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POLITIK KEKERABATAN/POLITIK DINASTI

Politik dinasti terjadi apabila seorang politisi mempunyai hubungan keluarga dengan
politisi sebelumnya (ERNESTO DAL BO)

politik dinasti merupakan bentuk khusus dari upaya elite untuk mempertahankan
kekuasaan yang mana satu atau beberapa kelompok keluarga memonopoli kekuasaan
politik (PABLO QUEROBIN)

Politik dinasti terjadi apabila satu anggota keluarga menduduki jabatan politik yang
sebelumnya dijabat oleh kerabatnya (YASUSHI ASAKO)

Dinasti politik terjadi apabila terdapat empat atau lebih anggota keluarga dalam satu
garis keturunan menduduki jabatan politik (STEPHEN HESS)

Kekerabatan politik ataupun keluarga politik terjadi apabila terdapat hubungan darah
ataupun perkawinan dalam dua generasi kandidat pejabat politik (KIMBERLY LYNN
CASEY)

Sumber: Titin Purwaningsih dalam Politik Kekerabatan dan Kualitas Kandidat di Sulawesi Selatan



KERABAT MENDUDUKI JABATAN
POLITIK/SEDANG BERKUASA

Bertujuan mempertahankan kekuasaan
dengan cara mewariskan/distribusi mesin
politik kepada kerabatnya

KEADAAN PENYEBAB

KETOKOHAN (CANDIDAT

CENTERED)

pemilu yang berfokus pada ketokohan
seseorang bukan pada ideologi atau

program-program yang ditawarkan sangat
menguntungkan kandidat dari kerabat
mereka yang berkuasa karena lebih
populer serta mengesampingkan
rekrutmen berdasarkan kualitas

POLITIK KEKERABATAN/
POLITIK DINASTI

OLIGARKI
Pemerintahan dikuasai

atau dikendalikan oleh
kelompok elit kecil
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Praktik Politik dinasti di Indonesia pasca reformasi tidak hanya
terjadi di tingkat nasional, namun masif terjadi di tingkat lokal,
seperti yang terjadi di Banten (Keluarga Chasan), Sulsel (Keluarga
Limpo), dIl.

Pernah ada upaya pembatasan poltiik dinasti dengan hukum positif
melalui pengaturan syarat calon dalam Pemilihan Kepala Daerah
pada UU Pemilihan (UU 1/2015 Jo. UU 8/2015) dengan norma
“tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yang
dimaknai tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan
dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah,
ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi,
kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1
(satu) kali masa jabatan.

Norma tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat
atau dibatalkan olen Mahkamah Konstitusi melalui Putuan Nomor
33/PUU-XIII/2015 dengan alasan ketentuan mengandung muatan
diskriminasi dan melanggar hak kosntitusional warga negara untuk
memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.



POTENSI
PELANGGARAN
PRAKTIK POLITIK

DINASTI DALAM
PEMILIHAN KEPALA
DAERAH

Pemanfaatan anggaran,
fasilitas, atau program
pemerintah oleh kerabat
yang berkuasa untuk
mendukung kerabatnya
yang lain dalam pemilihan
kepala daerah

Mobilisasi birokrasi oleh
kerabat yang berkuasa
untuk mendukung
kerabatnya yang lain
pemilihan kepala daerah



AKIBAT HUKUM TERJADINYA PELANGGARAN

Sanksi pidana penjara paling lama 6 bulan
dan denda paling banyak 6 juta rupiah bagi
Pejabat negara yang menggunakan
kewenangan, program, dan kegiatan yang
menguntungkan atau merugikan salah satu
pasangan calon baik di daerah sendiri
maupun di daerah lain. Pasal 188 atau
Pasal 190 Juncto Pasal 71 UU Pemilihan

2

:
\

Pemungutan suara ulang seperti yang
pernah terjadi dalam Pemilihan Walikota
dan Wakil Walikota Tangerang Selatan
Tahun 2010. Dimana terjadi pelanggaran
yang terstruktur, sistematis,dan masif yang
dilakukan oleh pasangan Airin Rachmi-
Benyamin. Airin merupakan adik ipar dari
Gubernur Banten, Ratu Atut.



PEMILIHAN TAHUN 2018

Terdapat 155 Dugaan Tindak Pidana

Pemilihan Yang Diteruskan Kepada

Penyidik. Perbuatan pidana yang paling

banyak terjadi adalah sebagai berikut:

1. Tindakan pejabat negara, PNS, atau
Kepala Desa yang menguntungkan
salah satu pasangan calon, vyaitu
sebanyak 62 kasus;

2. Politik uang sebanyak 22 kasus;

3. Kampanye di luar jadwal sebanyak
18 kasus;

4. dst

Dari data penanganan tindak
pidana pemilihan pada pemilihan
tahun 2018 tersebut, maka ada
kecenderungan pejabat atau
birokrasi melakukan tindakan yang
menguntungkan salah satu
pasangan calon. Maka sangat

penting untuk melakukan
pengawasan maksimal terhadap
pasangan calon petahana atau
yang memiliki hubungan
kekerabatan dengan kepala
daerah atau pejabat yang sedang
berkuasa.




UPAYA PENCEGAHAN YANG BISA DILAKUKAN BAWASLU

_ Memberikan imbauan kepada pemerintah daerah untuk tidak
Fresenes » menjalankan program atau kegiatan yang menguntungkan salah satu
pasangan calon

MELAKUKAN PENGAWASAN/PENELUSURAN

Menginventarisir calon yang memiiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah atau pejabat yang
ATIEICLIERS » memiliki jabatan politik di eksekutif atau legislatif. Serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
program atau kegiatan pemerintah daerah yang memiliki kaitan dengan pasangan calon tertentu

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menyosialisasikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan pemanfaatan program atau
kegiatan serta melakukan tindakan yang mengungtungkan salah satu pasangan calon



MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILIHAN

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota diberikan wewenang untuk
menyelesaikan sengketa pemilihan yang terjadi antara peserta dengan
KPU atau antar peserta pemilihan. Tata cara penyelesaian Sengketa
Pemilihan diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020.

KEWENANGAN Y MENANGANI PELANGGARAN DAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN
BAWASLU

DALAM Bawaslu sebagai pintu masuk dalam penanganan pelanggaran dan tindak
PENEGAKAN pidana pemilihan. Ketentuan penanganan itu diatur dalam Peraturan
HUKUM Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2019
PEMILIHAN dan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung Tahun
2020

MEMUTUS PELANGGARAN ADMINISTRASI TSM

Bawaslu Provinsi diiberikan wewenang untuk menerima, memeriksa dan
memutus politik uang yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan
massif dari aspek administrasinya, dengan konsekuesi diskualifiikasi bagi
paslon jika terbukti. Ketentuan penanganan itu diatur dalam Peraturan
Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017



PENEGAKAN HUKUM PEMILIHAN

/Bersifat KOREKTIF, penegakan hukum yang
memungkinkan untuk mengubah atau

/ \ / \ membatalkan keputusan. (Penyelesaian

TINDAKAN DALAM sengketa, penyelesaian pelanggaran
PEMILIHAN YANG TIDAK PENEGAKAN \administrasi)
SESUAI PERUNDANG-
UNDANGAN (SENGKETA, » HUKUM p
PELANGGARAN, ATAU PEMILIHAN Bersifat PUNITIF, memungkinkan adanya
TINDAKFIDANA penjatuhan sanksi, baik administratif maupun

\ / \ / pidana, kepada pelaku pelanggaran.

(Penanganan tindak pidana pemilihan,
\penyelesaian pelanggaran administrasi TSM)

N
HAK MEMILIH
(RIGHT TO VOTE)
J
MELINDUNGI DAN
MEMULIHKAN HAK PILIH » PEMILIHAN JUJUR DAN ADIL
HAK DIPILIH

(RIGHT TO BE CANDIDATE)




DATA PELANGGARAN PEMILIHAN 2020

(PER TANGGAL 12 AGUSTUS 2020)

TEMUAN

904

LAPORAN

194

Ket: terdapat 1 laporan/temuan yang outputnya lebih
dari 1 rekomendasi. Terjadi di Kepri, Jabar, dan
Sulteng. Sehingga terdapat selisih antara jumlah
temuan/loporan dengan rinciannya.

PELANGGARAN ADMINISTRASI, Tren: Pengumuman seleksi
penyelenggara ad hoc tidak sesuai ketentuan.

PELANGGARAN KODE ETIK, Tren: PPS/PPK memberi dukungan
ke Bacalon

TINDAK PIDANA PEMILIHAN, Tren: memalsukan dukungan paslon
perseorangan

PELANGGARAN HUKUM LAINNYA, Tren: ASN memberikan
dukungan politik melalui media sosial dan melakukan
pendekatan/mendaftarkan diri ke partai politik

BUKAN PELANGGARAN



